
a bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan 
secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang 
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan 
bertanggungjawab, dengan memperhatikan keadilan dan 
manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, 
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang 
Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalarn 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, 
Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3833); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahu n 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Norncr 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeri.ksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara. Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 
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7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4843); 

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 

12. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 7); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 244); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4855); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 46); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembar Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 No. 123 Tambahan 
Lembar Negara Republik Indonesia No. 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang 
Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 
123); 



21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagairnana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015; 

22. Peraturan Presiden Nornor 30 centang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Presiden Nornor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum; 

23. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata 
Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor; 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap 
sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 07 /PMK.05/2008; 

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nornor 07 Tahun 2011 
tentang Standar dan Pedornan Pengadaan Pekerjaan 
Konstruksi dan Jasa Konsultansi ; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 
tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD; 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.02/2013 
tentang Biaya Operasioanal dan Biaya Pemdukung 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBN; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

31. Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pengadaan Tanah; 

32. Keputusan Menteri Perrnukiman dan Prasarana Wilayah 
Nomor 332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

33. Kepurusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 
Nomor 25- KPTS M 200'1 tentang Standar dan Pedoman 
PP:-lo.::u1~~,,_ .l::i= h'nnc::•,,!l<c::1· 



34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

35. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 501); 

36. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nornor 06 Tahun 2012 
tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 
Tahun 2012 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah; 

37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan 
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Kuningan; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005 -2025; 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 
2010 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 32 Tahun 2013; 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 
2011 ten tang Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 
2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 
2015 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2018; 

44. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2008 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kuningan; 

45. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2009 tencang 
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Terpusat 
(Procurement Unit) Kabupaten Kuningan; 

46. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 38 Tahun 2013 tencang 
Kebijakan Akuntansi; 

47. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; 

48. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 centang 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pernerintah Kabupaten 
Kuningan; 

49. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 35 Tahun 2015 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016. 



Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 

)alam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan : 

l. Daerah adalah Kabupaten Kuningan. 
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.; 
3. Bupati adalah Bupati Kuningan. 
! Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuningan. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan. 
i. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Lernbaga pada Pernerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati 
dan rnernbantu Bupati dalarn penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri 
atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lernbaga Teknis Daerah, 
Kecamatan dan Kelurahan di Jingkungan Pemerintah Daerah. 

S. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap 
Togas dan Fungsi Perencanaan Pembangunan di Daerah Kabupaten yang 
selanjutnya di sebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan 
dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan. 

~- Unit Pelaksana Teknis SKPD adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD di 
lingkungan Pemerintah Oaerah yang melaksanakan sebagian tugas 
operasional di lapangan. 

10 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan rnasa depan 
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan Sumber Daya 
yang tersedia. 

11 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat 
dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun 
barang yang dapat dijadikan milik Daerah yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan yang 
selanjucnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah 
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten 
dan DPRD Kabupaten Kuningan. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

, 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2016 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

 



14. Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah yang selanjutnya 
disebut Petunjuk Teknis adalah pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan, 
pengurusan dan pertanggungjawaban tata laksana keuangan daerah 
dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan APBD secara 
efisien, efektif, transparan dan akuntabel. 

15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang 
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban 
menyarnpaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
kewenangan tersebut kepada DPRD. 

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mernpunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD. 

17. Bendahara Umum Daerah disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara 
Umum Daerah. 

18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 
adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas 
Bendahara U mum Daerah. 

19. Kas Daerah adalah Kas untuk menampung seluruh penerimaan dan 
membayar seluruh pengeluaran Daerah. 

20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 

21. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
barang rnilik Daerah. 

22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat 
yang diusulkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBD atau 
ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD serta untuk 
menggunakan anggaran SKPD. 

23. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang 
ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang 
berada dalam penguasaannya. 

24. Pejabat Pembuat Komitrnen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat 
yang diangkat oleh Pengguna Anggaran sebagai pernilik pekerjaan, yang 
bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

25. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK 
SKPD adalah pejabat pada Sekretariat Badan/Lembaga dan/atau Bagian 
Tata Usaha pada SKPD yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 
pada SKPD. 

26. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

27. Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah tim yang diangkat oleh 
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia 
barang/ jasa. 



28. Unit Layanan Pengadaan (ULP) (Procurement Unit) adalah unit kerja yang 
terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian 
pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk oleh Bupati yang 
bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia 
barang/ jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah baik secara manual 
maupun elektronik. 

29. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang 
dibentuk yang bertugas untuk menyelenggarakan sistem pelayanan 
Pengadaan Barang/ J asa secara elektronik. 

30. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang diangkat Bupati 
atas usu! PPKD yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

31. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang diangkat Bupati 
atas usul PPKD yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 
Belanja dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

32. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu adalah orang atau 
pegawai yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati atas usul Kepala SKPD 
yang melaksanakan tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan/ 
Pengeluaran pada Lingkungan SKPD. 

33. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah Tenaga Kasir, Tenaga 
Pembukuan, Penata Dokumen dan Pengurusan Gaji pada SKPD. 

34. Entitas Pelaporan adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
dalam hal ini adalah BPKAD yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban 
berupa laporan keuangan atas pelaksanaan APBD. 

35. Entitas Akuntansi adalah SKPD Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang 
dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun 
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

36. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa program/kegiatan. 

37. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah 
tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah yang mernpunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan 
kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya 
terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, pengendali program dan 
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

38. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. 

39. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik 
melalui upaya yang dilakukan secara terencana oleh semua komponen 
dalam rangka mencapai tujuan. 

40. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut 
RPJPD, adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun. 

~ 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) 
tahun. 



42. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, adalah 
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah merupakan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode l ( satu) tahun. 

43. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renja-SKPD, adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, yang merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

44. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut 
Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana 
pembangunan tahunan daerah. 

45. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai 
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 

46. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan 
sebagai dasar penyusunan APBD. 

47. Anggaran Kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan pendekatan 
tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai baik 
keluaran (Output), hasil (Outcome), pengaruh/dampak (Impact) dan 
manfaatnya (Benefit). 

48. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau 
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 
kuantitas dan kualitas yang terukur. 

49. Surplus Anggaran Dacrah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah 
dan Belanja Daerah. 

50. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan 
Daerah dan Belanja Daerah. 

51. Prakiraan Maju (Forward Estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana 
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna 
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah 
disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 

52. Penganggaran terpadu (Unified Budgeting) adalah penyusunan rencana 
keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis 
belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada 
prinsip pencapaian alokasi dana. 

53. F'ungsi adalah perwujudan tugas kepernerintahan dibidang tertentu yang 
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 

54. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang 
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi 
SKPD. 

55. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya, baik yang berupa personal (sumber daya 
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, 
sebagai rnasukan (Jnpuz) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam 
ben ruk barang jasa. 



65. 

-.i 0 .. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
tahun periode anggaran. 
Pembiayaan adalah: 
a. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun tahun - tahun anggaran berikutnya ; 

b. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan Daerah yang 
dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah 
dan Belanja Daerah. 

66. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut (DPA 
SKPD) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja 
setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna 
Anggaran. 

67. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut (SPD) adalah dokumen 
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 
dasar penerbitan SPP. 

68. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnyan disebut (SPP) adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas 
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran mengajukan permintaan 
pembayaran. 

69. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk 
satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. 

70. SPP Uang Persediaan yang disebut SPP-UP adalah dokumen yang diajukan 
oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang 
bersifat pengisian kembali (Revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan 
pembayaran langsung. 

7 I. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah 
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan 
pengganci uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan 
pernbayaran langsung. 

56. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau 
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

57. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 
program dan kebijakan. 

58. Hasil ( Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran dari kegiatan - kegiatan dalam satu program. 

59. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah pada Bank Persepsi. 

60. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam 
periode tahun tertentu. 

61. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam 
periode tahun tertentu. 

62. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 

63. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 



Pasal 2 

Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Penyusunan APBD Tahun 2016 ini adalah 
sebagai Pedoman Tata Laksana Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Anggaran 
Belanja Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan tepat waktu serta 
sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kedua 
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup 

72. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPPTU adalah 
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan 
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang 
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran 
langsung dan uang persediaan. 

73. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut (SP2D) adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 
oleh Bagian Keuangan berdasarkan SPM. 

74. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut (SPM) adalah 
dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD ; 

75. SPM Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah dokumen 
yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang 
persediaan untuk mendanai kegiatan. 

76. SPM Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GU adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan 
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan 
untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 

77. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 
disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna 
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, 
karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang 
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 

78. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Ketiga. 

79. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diproses atas 
beban APBD a tau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

80. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang 
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum baik sengaja maupun lalai. 

81. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
SKPD / unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang 
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang 
dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, 
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktifitas. 



Bagian Ketiga 
Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 5 
(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang 

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk 
masyarakat. 

(2) .Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan 
daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan 
buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 
Ruang Lingkup Petunjuk Teknis meliputi : 
a. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b. Azas Umum Dan Struktur Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah; 
c. Penyusunan Rancangan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah; 
d. Penetapan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah; 
e. Perubahan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah; 
f. Penatausahaan Keuangan Daerah; 
g. Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati serta Kedudukan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota DPRD; 
h. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 
1. Penerapan Kebijakan Akuntansi; 
J. Pengadaan Barang dan Jasa; 
k. Pengadaan Tanah; 
I. Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan 
m. Serah Terima Kegiatan Barang/ Jasa. 

.I 

b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada 
rencana anggaran berdasarkan prestasi kerja ; 

c. Sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran belanja bagi SKPD ; 
d. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, baik terkait dengan 

pengendalian, pelaporan maupun evaluasi. 

/ Pasal 3 
Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah : 
a. Sebagai pedoman teknis penyusunan Anggara Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 



BAB II 

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 6 
1 Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam 
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

2 Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai kewenangan: 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; 
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; 
c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang; 
d. menetapkan bendahara penerirnaan dan/atau bendahara pengeluaran; 
e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan 

daerah; 
f. rnenetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan 

piutang daerah; 

(4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat(l) merupakan pencapaian hasil 
program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara 
membandingkan keluaran dengan hasil. 

(5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnerupakan pencapaian 
keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan 
masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 

6) Ekonornis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan 
rnasukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang 
terendah. 

(7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip 
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 
mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan daerah. 

8) Bertanggung jawab sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupakan 
perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan 
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan 
yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 
ditetapkan. 

(9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan 
distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/ a tau keseimbangan 
distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. 

(10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu 
sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. 

(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan 
masyaraka 



a. memimpin TAPD; 
b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; 
c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; 
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan 
e. melaksanakan rugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah 

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. 
(4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas 

pelaksanaan rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada 
Bupati. 

rangka dalam f. penyusunan laporan keuangan daerah 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sekrecaris daerah mempunyai tugas: 

Bagian Kedua 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 7 
(1) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a berkaitan dengan 
peran dan fungsinya dalarn mernbantu Bupati menyusun kebijakan dan 
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 
termasuk pengelolaan keuangan daerah. 

(2) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di 
bi dang: 
a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; 
b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; 
c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 
d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 
e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pcngawas 

keuangan daerah; dan 

g. rnenetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik 
daerah; dan 

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan 
dan memerintahkan pembayaran. 

(3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: 
a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; 
b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan 
c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang. 

(4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 
keputusan Bupati berdasarkan prinsip pernisahan kewenangan antara yang 
memerintahkan, menguji, dan yang menerirna atau mengeluarkan uang. 



Membantu terjaminnya keterkaitan antara 
Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan. 
Menyusun kebijakan pendapatan daerah. 
Membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan 
penyusunan anggaran daerah sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
Membantu mengarahkan dalam merencanakan, 
mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan 
penyusunan APBD. 

3) Membantu terjaminnya keterkaitan antara 
Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan. 

4) Menyusun kebijakan pendapacan daerah. 

1) 

3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 
Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Pengawasan. 
Membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan 
penyusunan anggaran daerah sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

2) Membantu mengarahkan dalam merencanakan, 
mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan 
penyusunan APBD. 

Merumuskan kebijakan penyusunan anggaran 
daerah. 

2) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan 
dan mengevaluasi seluruh kegiatan penyusunan 
APBD. 

1) 

3) 

4) 
c. Wakil 1) 

Ketua 

2) 

b. Ketua 
Harian 

a. Ketua 

Bagian Ketiga 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

Pasal 8 
(1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud pada pasal 

7 ayat (3) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) mempunyai tu gas : 
a. Mengkaji, membahas dan menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD 

(KUA). Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Perubahan 
APBDberdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 
berjalan; 

b Melakukan Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA). Prioritas dan 
Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD), dan Perubahan APBD bersama-sama DPRD; 

c. Melakukan Pembahasan dan Penelitian Rencana Kerja Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) APBD dan 
Perubahan APBD. 

(3) Uraian Togas masing - masing unsur TAPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), yaitu: 



1) 

3) 

4) 

Membantu Sekretaris Menyusun jadwal kerja tim. 
Membantu Sekretaris Menyusun laporan 
pelaksanaan tugas tim. 
Menganalisis RKA dari seluruh SKPD. 
Aspek-aspek yang dianalisis meliputi : 
a) Relevansi antara kegiatan dengan urusan 

pemerintahan, visi, misi, tujuan, sasaran, dan 
program. 

b) Aspek yuridis formal, kewenangan, tugas pokok 
dan f ungsi SKPD. 

c) Kebutuhan sarana dan prasarana kerja (APK, 
ATK, sarana mobilitas, tanah), disesuaikan 
dengan standarisasi dan data aset. 

d) Kesesuaian alokasi belanja pegawai dengan 
jumlah pegawai/tenaga kontrak kerja serta 
penelaahan mengenai alokasi anggaran 
pengembangan SOM masing-masing SKPD. 

e) Kebutuhan pengembangan sistem informasi 
pemerintah daerah berbasis teknologi informasi 
secara terintegrasi. 

f) Kesesuaian usulan kegiatan diklat yang akan 
dilaksanakan SKPD. 

g) Kesesuaian usulan kegiatan yang berhubungan 
dengan penelitian dan pengernbangan yang akan 
dilaksanakan SKPD. 

2) Melakukan analisis dan evaluasi terhadap urusan 
pernerintahan, visi, misi, tujuan dan sasaran dari 
SKPD pengusul yang tertuang dalam format 
RK.-\-SKPD. 

4) 

1) 
Menyusun laporan pelaksanaan tugas tim. 
Membantu Sekretaris Menghimpun dan 
mengadministrasikan dokumen-dokumen anggaran 
daerah (korespondensi, ekspedisi dan 
pengarsipan) sesuai dengan bidangnya 
(perencanaan, pengendalian dan administrasi 
keuangan). 

2) Membantu sekretaris Menyiapkan bahan untuk 
kepentingan pelaksanaan tugas tim. 

3) Menyusun jadwal kcrja tim. 

1) Menghimpun dan mengadministrasikan dokumen- 
dokumen anggaran daerah [korespondensi, 
ekspedisi dan pengarsipan) sesuai dengan 
bidangnya (perencanaan, pengendalian dan 
administrasi keuangan). 

2) Menyiapkan bahan untuk kepentingan pelaksanaan 
tugas tim. 

f. Anggota 

e. Wakil 
Sekretaris 

d. Sekretaris 



3) Melakukan analisis dan evaluasi terhadap 
keterkaitan program usulan SKPD dengan RPJMD, 
RKPD, Kebijakan Umum APBD dan PPAS yang 
tertuang dalam format RKA-SKPD 2.2. 

4) Melakukan analisis dan estimasi pendapatan dan 
belanja dari SKPD pengusul, yang tertuang dalam 
format RKA-SKPD 1. 

5) Melakukan kajian terhadap indikator, tolok ukur 
dan target kinerja yang tertuang dalam format RKA 
SKPD 2.2.1 yang terdiri dari masukan, keluaran dan 
hasil dari suatu program dan kegiatan. 

6) Melakukan analisis terhadap jumlah rekapitulasi 
anggaran belanja langsung dengan rincian belanja 
langsung, dan perhitungan terhadap jumlah 
rekapitulasi anggaran belanja tidak langsung dengan 
rincian belanja tidak langsung. 

7) Melakukan perhitungan terhadap jumlah 
pendapatan dan belanja dari SKPD pengusul yang 
tertuang dalam format RKA-SKPD. 

8) Melakukan penelitian kesesuaian kode rekening 
dengan bagian/kelompok/ jenis/objek/rincian objek 
yang digunakan oleh SKPD pengusul. 

9) Melakukan perhitungan terhadap jumlah 
rekapitulasi anggaran belanja, terdiri dari belanja 
langsung dan belanja tidak langsung. 

10) Melakukan perhitungan terhadap rekapitulasi 
anggaran belanja langsung dengan rincian belanja 
langsung dan perhitungan terhadap rekapitulasi 
anggaran belanja tidak langsung dengan rincian 
belanja tidak langsung. 

11) Melakukan perhitungan kebutuhan alokasi 
belanja perbulan/pertriwulan dari SKPD yang dirinci 
berdasarkan kebutuhan alokasi biaya per kegiatan 
dalarn rangka penerbitan SPD. 

12) Melakukan analisis terhadap pendapatan dan 
belanja SKPD pengusul berdasarkan hasil evaluasi 
pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. 

13) Melakukan pencermatan terhadap jumlah 
rekapitulasi anggaran belanja, terdiri dari belanja 
langsung dan belanja tidak langsung didasarkan 
kepada rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. 

14) Melakukan analisis terhadap besaran biaya dan 
harga satuan biaya berdasarkan standar 
pembakuan biaya, yang dikaitkan dengan 
pencapaian target dalam hal mempertajam alokasi 
kegiacan secara administratif. 

15) Menyusun prediksi target pendapatan yang akan 
datang dari sektor pendapatan. 

16) Mengkoordmasikan pelaporan pendapatan dari 



Tugas dan wewenang masing-rnasing unsur TAPD sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (3). yairu : 
a. BADAl, PE~GELOLAkX KEt.:.'\.~GA\J DAN ASET DAERAH (BPKAD) 

BPKAD sebagai Anggota T APO mernpunyai rugas dan wewenang 

4) 

Mendistribusikan Surat-surat yang berkaitan 
dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; dan 
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

2) 
3) 

1) g. Sekretariat 

SKPD penghasil atau pengelola pendapatan non 
pajak. 

17) Mengkoordinasikan dan meneliti target/proyeksi 
pendapatan daerah pada setiap SKPD penghasil atau 
pengelola pendapatan non pajak. 

18) Merekap dan menyusun target pendapatan. 

19) Menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD. 

20) Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah 
disusun, disampaikan oleh Sekretaris Daerah 
selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah 
kepada Bupati paling lambat bulan Juni. 

21) Menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati 
tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai 
acuan bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. 

22) Menelaah kesesuaian antara RKA - SKPD dengan 
Kebijakan Umum APBD, Prakiraan yang telah 
disetujui tahun anggaran sebelumnya, Dokumen 
Perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator 
kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar 
analisis belanja, standar harga, standar pelayanan 
minimum, serta sinkronisasi program dan kegiatan 
antar SKPD. 

23) Menyampaikan Raperda tentang APBD yang telah 
disusun oleh TAPD kepada Bupati. 

24) Melakukan verifikasi Rancangan DPA-SKPD 
bersama-sama dengan Kepala SKPD paling lama 
15 (Lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 

25) Menyiapkan Rancangan Surat Edaran Bupati 
perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang 
memuat program dan kegiatan baru dan/atau 
kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk 
dianggarkan dalam Perubahan APBD, sebagai 
acuan bagi SKPD. 

Mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
pada setiap kegiatan Tim; 

Menginput RKA-SKPD; 

 



1) bersama-sama dengan Anggota TAPD lainnya, menyusun KUA 
dengan rnemperhatikan : 
a) keselarasan program dan kegiatan dengan prioritas 

pembangunan yang ditetapkan dalam RKP dan RKPD; 
b} target capaian kinerja dari program dan kegiatan; 

2) bersarna-sarna dengan Anggota TAPD lainnya, memproyeksikan 
pendapatan daerah, alokasi belanja, sumber dan penggunaan 
pembiayaan disertai dengan asumsi yang mendasarinya. 

3) bersama-sama dengan Anggota TAPD lainnya menyusun PPAS 
dengan memperhatikan : 
a) skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan ; 
b) urutan program untuk masing-masing urusan; 
c) plafon anggaran sementara program dan kegiatan. 
d) dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara 

(PPAS), bersama-sama dengan Anggota TAPD lainnya, 
menganalisis asumsi makro daerah terhadap implikasi 
kemampuan fiskal daerah, kebijakan yang ditempuh dalam 
upaya peningkatan pendapatan daerah, faktor-faktor yang 
mendasari adanya penurunan dan/atau peningkatan belanja 
daerah serta kebijakan pemerintah daerah di bidang 
pembiayaan daerah tahun anggaran yang direncanakan. 

e) menganalisis dan menyusun plafon anggaran 
sementara/plafon anggaran. 

Q menyusun proyeksi APBD tahun anggaran yang 
direncanakan berdasarkan hasil analisis. 

g) menyusun matriks prioritas program dan plafon anggaran 
menurut oganisasi 

4) Bersama dengan Anggota TAPD Jainnya memfasilitasi SKPD 
Pengguna Anggaran dalam penyusunan RKA-SKPD / DPA-SKPD; 

5) Melakukan analisis dan penyelarasan atas pagu indikatif 
berkaitan dengan alokasi belanja untuk pelaksanaan program 
dan kegiatan; 

6) Meneliti kecocokan kode rekening penganggaran dalam KUA, 
yaitu kode bidang urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 

7) Menyusun Perda APBD dan Perda Perubahan APBD 
8) Menghimpun RKA-SKPD berdasarkan hasil kompilasi RKA-SKPD 

yang disampaikan Pengguna Anggaran 
9) Meneliti kecocokan kode rekening penganggaran dalam PPAS, 

yaitu kode bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi jenis 
dan objek pendapatan serta belanja daerah; 

10) Merumuskan dan menyusun standar satuan harga upah, bahan 
danjasa; 

11) Menganalisis keburuhan barang unit pada SKPD; 
12) Menganalisis standar harga barang inventaris dan pakai habis; 
13) BPKAD bertanggungjawab atas pelaksanaan rugas dan 

wewenangnya kepada Bupau melalui Sekretans Daerah 



c. BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH 
1) Bagian Pembangunan sebagai Anggota TAPD mempunyai tugas 

dan wewenang : 
a) Melakukan penelitian/ analisis dalam proses penyusunan 

KUA, PPAS, RK.A-SKPD/DPA-SKPD terutama terhadap aspek 
efisiensi dan efektivitas program/kegiatan. 

b) Melakukan penelitian/analisis terhadap keselarasan ......an 
keterkaitan program dengan bidang urusan pemerintahan 
daerah dan prozram denzan keziatan. 

b. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA ) 
BAPPEDA sebagai Anggota TAPD mempunyai tugas dan wewenang: 
1) Menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat 
kerangka ekonomi makro daerah, prioritas pembangunan dan 
kewajiban daerah serta rencana kerja dan pendanaan yang 
terukur. RKPD dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

2) bersama-sama dengan Anggota TAPD lainnya, menyusun KUA 
dengan memperhatikan : 
a) keselarasan program dan kegiatan dengan pnontas 

pembangunan yang ditetapkan dalam RKP dan RKPD; 
b) target capaian kinerja dari program dan kegiatan; 

3) bersama-sama dengan Anggota TAPD lainnya menyusun PPAS 
dengan memperhatikan : 
a) skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan ; 
b) urutan program untuk masing-masing urusan; 
c) plaf on anggaran semen tara program dan kegiatan. 
d) dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara 

(PPAS), bersama-sama dengan Anggota TAPD lainnya, 
menganalisis asumsi makro daerah terhadap implikasi 
kemampuan fiskal daerah, kebijakan yang ditempuh dalam 
upaya peningkatan pendapatan daerah, faktor-faktor yang 
mendasari adanya penurunan dan/ atau peningkatan belanja 
daerah serta kebijakan pemerintah daerah di bidang 
pembiayaan daerah tahun anggaran yang direncanakan. 

e) menganalisis dan rnenyusun plafon anggaran 
sementara/plafon anggaran; 

D menyusun proyeksi APBD tahun anggaran yang direncanakan 
berdasarkan hasil analisis. 

g) menyusun matriks prioritas program dan plafon anggaran 
menurut oganisasi. 

4) Melakukan analisis dan evaluasi terhadap relevansi RPJMD, 
RKPD dan PPAS. 

5) Melakukan penelitian RKA/DPA SKPD untuk indikator Kinerja 
Program maupun Kegiatan. 

6) BAPPEDA bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 



(l) PPKD mempunyai tugas: 

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 
daerah; 

Bagian Keempat 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Pasal 9 

f. DINAS PENDAPATAN DAERAH 

1) Dinas Pendapatan sebagai Anggota TAPD mempunyai tugas dan 
wewenang: 

a) menganalisis target dan rencana pendapatan daerah; 

b) bersama-sama dengan Anggota TAPD lainnya, 
memproyeksikan pendapatan daerah disertai dengan asumsi 
yang mendasarinya. 

2) Dinas Pendapatan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

e. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota TAPD 
mempunyai tugas dan wewenang : 

a) Menganalisis Rancangan Peraturan Daerah ten tang APBD; 

b) Menganalisis Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD; 

2) Bagian Hukum bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Sekretaris Daerah. 

d. BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNMN APARATUR 
SEKRETARIAT DAERAH 

1) Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur sebagai Anggota 
TAPD mempunyai tugas dan wewenang : 

a) Menganalisis dan merumuskan aspek kelembagaan dalam 
pengelolaan keuangan daerah; 

b) Menganalisis dan merumuskan kompensasi kerja 
berdasarkan tupoksi, anaJisa jabatan dan uraian tugas 
Jabatan. 

c) Menganalisis keselarasan indikator kinerja kegiatan berupa 
input, output, outcome, dan Sasaran Program. 

2) Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur 
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya 
kepada Sekretaris Daerah. 

2) Bagian Pembangunan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas 
dan wewenangnya kepada Sekretaris Daerah. 

 



j. Melaksanakan penempatan uang daerah dan 
mengelola/ rnenatausahakan investasi; 

k. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening 
kas umum daerah; 

I. Melaksanakan penarikan pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; 
m Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; 
n. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 
o. Melakukan penagihan piutang daerah; 
p. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 
q. Menyajikan informasi keuangan daerah; 
r. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 

penghapusan barang daerah; dan 
s. Melakukan pengesahan SPJ-Anggaran secara formal. 

(3) PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

h. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan 
oleh Bupati. 

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang : 
a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengelolaan 

keuangan daerah; 
b. Mengesahkan DPA-SKPO dan OPA-PPKD; 
c. Melakukan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah; 
d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah; 
e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; 
f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh 

bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 
g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 
h. Menyimpan uang daerah; 
1. Melaksanakan pengelolaan kas; 

rangka dalam 

b. Menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD dan 
Perubahan APBD; 

c. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang telah ditetapkan 
dengan peraturan daerah; 

d. Melaksanakan fungsi BUD; 
e. Menyusun RKA-PPKD; 
f. Menyusun Rancangan DPA-PPKO; 
g. Menyusun laporan keuangan daerah 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan 

 



Pasal 11 
(1) PPKD selaku BUD dibantu oleh Kuasa BUD untuk melaksanakan tugas 

tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Vang Daerah 
dan surat berharga. 

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: 
a. Menyiapkan anggaran kas; 
b. Menyiapkan surat penyediaan dana (SPD) atau dokumen lain yang 

dipersamakan; 
c. Menerbitkan SP2D; dan 
d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah. 

3) Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Kuasa BUD 
berwenang: 
a. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh 

bank dan/ a tau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 
b. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 
c. Menyimpan uang daerah; 
d. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ 

menatausahakan investasi; 
e. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening 
kas umum daerah; 

f. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; 
g. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 
h. Melakukan penagihan piutang daerah; 

'.!. Kuasa BUD benanggung jawab kepada PPKD selaku BUD; 
5 Ketenruan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rugas dan wewenang Kuasa 

BUD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat (3) diarur dengaan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 10 
(1) Kepala Dinas Pendapatan selaku PPKD bidang pendapatan mempunyai 

tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, 
dan mengendalikan pendapatan daerah. 

(2) Untuk melaksakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) Dinas 
Pendapatan mempunyai fungsi: 
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang 

pendapatan; 
b. Pelaksanaan Perencanaan target pendapatan daerah; 
c. Pelaksanaan Pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah; 
d. Pelaksanaan Pemeriksaan dan pemantauan ke lokasi wajib pajak dan 

wajib retribusi; 
e. Melakukan Pungutan pajak daerah; 
f. Melakukan pengelolaan dan penagihan piutang daerah. 



Pasal 14 
:) Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksakan tugas dapat melimpahkan 

sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pejabat 
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pejabat Pengguna Barang. 

(2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
nlPh Rung:-i Q'"Q<: u<:111 k"Pn!:>IQ ~J,'Pf) 

s 

Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen; 
Dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 
Melaksanakan tugas-tugas Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna 
Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan 
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui 
Sekretaris Dae rah. 

p. 
q. 

k. 

J. 

i. 

h. 

g. 

e. 
d. 

c. 
b. 

a. Menyusun RKA-SKPD; 
Menyusun Rancangan DPA-SKPD; 
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 
anggaran belanja; 
Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 
Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas 
anggaran yang telah ditetapkan; 
Menandatangani SPM; 
Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang 
dipimpinnya; 
Mengelola barang daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab 
SKPD yang dipimpinnya; 
Menyusun SPJ-Anggaran; 
Menyusun SPJ-Barang; 

m. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 
dipimpinnya; 

n. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
o. Melakukan pengesahan SPJ-Kas; 

Bagian Kelima 
Pejabat Pengguna Anggaran / Pejabat Pengguna Barang 

Pasal 13 
Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang mempunyai tugas dan 
wewenang: 

Pasal 12 
Pelimpahan wewenang PPKD selaku BUD selain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di SKPKD. 

 



:, Bagian Pembangunan sebagai Anggota TAPD mempunyai tugas 
dan wewenang : 
a) Melakukan penelitian/ analisis dalam proses penyusunan 

KUA, PPAS, RKA-SKPD/DPA-SKPD terutama terhadap aspek 
efisiensi dan efektivitas program/kegiatan. 

b} Melakukan penelitian analisis terhadap keselarasan dan 
keterkaitan prozrarn dengan bidang urusan pemerintahan 

c. BAGlAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH 

b. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA ) 
BAPPEDA sebagai Anggota TAPD mempunyai tugas dan wewenang: 
1) Menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat 
kerangka ekonomi makro daerah, prioritas pembangunan dan 
kewajiban daerah serta rencana kerja dan pendanaan yang 
terukur. RKPD dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

2) bersama-sarna dengan Anggota TAPD lainnya, menyusun KUA 
dengan memperhatikan : 
a) keselarasan program dan kegiatan dengan pnontas 

pembangunan yang ditetapkan dalam RKP dan RKPD; 
b) target capaian kinerja dari program dan kegiatan; 

3) bersama-sarna dengan Anggota TAPD lainnya rnenyusun PPAS 
dengan memperhatikan : 
a) skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan ; 
b) urutan program untuk masing-rnasing urusan; 
c) plafon anggaran sementara program dan kegiatan. 
d) dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara 

(PPAS), bersarna-sama dengan Anggota TAPD lainnya, 
menganalisis asumsi makro daerah terhadap implikasi 
kemampuan fiskal daerah, kebijakan yang ditempuh dalam 
upaya peningkatan pendapatan daerah, faktor-faktor yang 
mendasari adanya penurunan dan/ atau peningkatan belanja 
daerah serta kebijakan pemerintah daerah di bidang 
pembiayaan daerah tahun anggaran yang direncanakan. 

e) menganalisis dan menyusun plafon anggaran 
sementara/plafon anggaran; 

D menyusun proyeksi APBD tahun anggaran yang direncanakan 
berdasarkan hasil analisis. 

g) menyusun matriks prioritas program dan plafon anggaran 
menurut oganisasi . 

..i) Melakukan analisis dan evaluasi terhadap relevansi RPJMD, 
RKPD dan PPAS. 

5 Melakukan penelitian RKA/DPA SKPD untuk indikator Kinerja 
Program maupun Kegiatan. 

6) BAPPEDA bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 



??W mempunyai tugas: 
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 

daerah; 

Bagian Keempat 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Pasal 9 

f. DINAS PENDAPATAN DAERAH 
l) Dinas Pendapatan sebagai Anggota TAPD mempunyai tugas dan 

wewenang: 
a) menganalisis target dan rencana pendapatan daerah; 
b) bersama-sama dengan Anggota TAPD lainnya, 

memproyeksikan pendapatan daerah disertai dengan asumsi 
yang mendasarinya. 

2) Dinas Pendapatan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

e. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota TAPD 

mempunyai tugas dan wewenang: 
a) Menganalisis Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; 
b) Menganalisis Rancangan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran APBD; 
2) Bagian Hukum bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya kepada Sekretaris Daerah. 

d. BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR 
SEKRETARIAT DAERAH 
1) Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur sebagai Anggota 

TAPD mernpunyai tugas dan wewenang: 
a) Menganalisis dan merumuskan aspek kelembagaan dalam 

pengelolaan keuangan daerah; 
b) Menganalisis dan merumuskan kompensasi kerja 

berdasarkan tupoksi, analisa jabatan dan uraian tugas 
Jabatan. 

c) Menganalisis keselarasan indikator kinerja kegiatan berupa 
input, output, outcome, dan Sasaran Program. 

2) Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur 
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya 
kepada Sekretaris Daerah. 

2) Bagian Pembangunan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas 
dan wewenangnya kepada Sekretaris Daerah. 



h. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan 
oleh Bupati. 

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 
a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengelolaan 

keuangan daerah; 
b. Mengesahkan DPA-SKPD dan DPA-PPKD; 
c. Melakukan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah; 
d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah; 
e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; 
f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh 

bank dan/ a tau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 
g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 
h. Menyimpan uang daerah; 
1. Melaksanakan pengelolaan kas; 
j. Melaksanakan penempatan uang daerah dan 

mengelola/ menatausahakan investasi; 
k. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening 
kas umum daerah; 

I. Melaksanakan penarikan pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; 
m Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; 
n. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 
o. Melakukan penagihan piutang daerah; 
p. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 
q. Menyajikan informasi keuangan daerah; 
r. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 

penghapusan barang daerah; dan 
s. Melakukan pengesahan SPJ-Anggaran secara formal. 

(3) PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

rangka dalam 

b. Menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD dan 
Perubahan APBD; 

c. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang telah ditetapkan 
dengan peraturan daerah; 

d. Melaksanakan fungsi BUD; 
e. Menyusun RKA-PPKD; 
f. Menyusun Rancangan DPA-PPKD; 
g. Menyusun laporan keuangan daerah 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan 

 



Pasal 11 
(1) PPKD selaku BUD dibantu oleh Kuasa BUD untuk melaksanakan tugas 

tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah 
dan surat berharga. 

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: 
a. Menyiapkan anggaran kas; 
b. Menyiapkan surat penyediaan dana (SPD) atau dokumen lain yang 

dipersamakan; 
c. Menerbitkan SP2D; dan 
d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah. 

(3) Unruk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Kuasa BUD 
berwenang: 
a. Memantau pelaksanaan penerirnaan dan pengeluaran APBD oleh 

bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 
b. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 
c. Menyimpan uang daerah; 
d. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ 

menatausahakan investasi; 
e. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening 
kas umum daerah; 

f. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; 
g. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 
h. Melakukan penagihan piutang daerah; 

14) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD; 
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa 

BUD sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengaan 
Peraruran Bupati. 

Pasal 10 
(1) Kepala Dinas Pendapatan selaku PPKD bidang pendapatan mempunyai 

tugas pokok merencanakan, melaksanakan, rnengarahkan, rnengawasi, 
dan mengendalikan pendapatan daerah. 

(2) Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas 
Pendapatan mempunyai fungsi : 
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang 

pendapatan; 
b. Pelaksanaan Perencanaan target pendapatan daerah; 
c. Pelaksanaan Pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah; 
d. Pelaksanaan Pemeriksaan dan pemantauan ke lokasi wajib pajak dan 

wajib retribusi; 
e. Melakukan Pungutan pajak daerah; 
f. Melakukan pengelolaan dan penagihan piutang daerah. 

 



Pasal 14 
Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksakan tugas dapat rnelimpahkan 
sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pejabat 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang. 
Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Bupati atas usul Kepala SKPD. 

;:,. 

q. 
Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen; 
Dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 
Melaksanakan tugas-tugas Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna 
Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilirnpahkan oleh Bupati; dan 
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

p. 

Menyusun SPJ-Barang; 
.... Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya; 
n. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
o. Melakukan pengesahan SPJ-Kas; 

k. 

J- 

. .. 

g. 

e. 
d. 

c. 
b. 

Menyusun RKA-SKPD; 
Menyusun Rancangan DPA-SKPD; 
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 
anggaran belanja; 
Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 
Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas 
anggaran yang telah ditetapkan; 
Menandatangani SPM; 
Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang 
dipimpinnya; 
Mengelola barang daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab 
SKPD yang dipimpinnya; 
Menyusun SPJ-Anggaran; 

a. 

Bagian Kelima 
Pejabat Pengguna Anggaran / Pejabat Pengguna Barang 

Pasal 13 
Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang mempunyai tugas dan 
wewenang : 

Pasal 12 
Pelimpahan wewenang PPKD selaku BUD selain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di SKPKD. 

 



Bagian Ketujuh 
Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Pasal 17 
l) Oalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang 

dimuat dalam DPA-PPKD, Bupati menunjuk dan menetapkan pejabat 
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD sebagai 
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD. 

2) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang 
dimuat dalam DPA-SKPD, kepada SKPD menunjuk dan menetapkan 
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD 
sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPO. 

3) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD dan SKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat l l dan aya; 2 mernpunyai rugas : 

Pasal 16 
i) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 

berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, 
beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali. 

2) PPTK bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pejabat Pengguna Anggaran. 

(1) Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran dalam 
melaksanakan program dan kegiatan menunjuk dan menetapkan pejabat 
dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja selaku PPTK. 

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan; 
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan 
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan. 

Pasal 15 

Bagian Keenam 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD 

(3) Penetapan Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang 
dikelola, be ban kerja, lokasi, kompetensi dan/ a tau rentang kendali. 

(4) Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pejabat Pengguna Barang. 

(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai SKPD yang dapat dibentuk Kuasa 
Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang, Pejabat 
yang ditunjuk sebagai Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat 
Pengguna Barang ke Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat 
Pengguna Barang diatur dengan Peraturan Bupati. 

 



Pasal 19 
Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) terdiri 
dari: 
a Bendahara Penerimaan SKPKD; 
b. Bendahara Penerimaan SKPD. 
Bendahara Penerirnaan SKPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggung 
jawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam rangka 
pelaksanaan APBD. 
3endahara Penerirnaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
::nenatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli 
Daerah dalarn rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
oerupa SPJ Kas. 
Dalarn hal obyek Pendapatan Daerah tersebar secara geografis sehingga 
·-·ajib Pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam 
rnembayar kewajibannya, dapat ditunjuk 1 (satu) atau lebih Bendahara 
Penerimaan Pembantu SKPD unruk melaksanakan rugas dan wewenang 
3endahara Penerimaan SKPD dengan Keputusan Bupati. --- 

Bagian Kedelapan 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

Pasal 18 
Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Penerimaan untuk 
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan 
anggaran pendapatan. 
Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk 
melaksanakan tugas kebendaraan dalam rangka pelaksanaan anggaran 
belanja. 

a. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK; 
b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dasn SPP-TU yang diajukan 

oleh Bendahara Pengeluaran; 
c. Menyiapkan SPM; 
d. Menyelenggarakan akuntansi; 
e. Menyiapkan SPJ-Anggaran; 
f. Menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan dan Semester; dan 
g. Menyiapkan laporan keuangan akhir tahun. 
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai 
pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan 
Negara/ daerah, bendahara, dan/ atau PPTK. 
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD bertanggungjawab kepada 
PPKD. 
Penatausahaan Keuangan SKPD bertanggungjawab kepada Pejabat 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran. 



Pasal 19 
Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) terdiri 
dari: 
a. Bendahara Penerimaan SKPKD; 
b. Bendahara Penerimaan SKPD. 
Bendahara Penerimaan SKPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggung 
jawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam rangka 
pelaksanaan APBD. 
Bendahara Penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli 
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 
?ertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
berupa SPJ Kas. 
Dalarn hal obyek Pendapatan Daerah tersebar secara geografis sehingga 
v ajib Pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam 
rnembayar kewajibannya, dapai ditunjuk 1 (satu) atau lebih Bendahara 
Penenmaan Pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang 
8endahara Penerimaan SKPD dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kedelapan 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

Pasal 18 
Bupati atas usu! PPKD mengangkat Bendahara Penerimaan untuk 
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan 
anggaran pendapatan. 
Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk 
melaksanakan tugas ke bendaraan dalarn rangka pelaksanaan anggaran 
belanja. 

a. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK; 
b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dasn SPP-TU yang diajukan 

oleh Bendahara Pengeluaran; 
c. Menyiapkan SPM; 
d. Menyelenggarakan akuntansi; 
e. Menyiapkan SPJ-Anggaran; 
f. Menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan dan Semester; dan 
g. Menyiapkan laporan keuangan akhir tahun. 
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai 
pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan 
Negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK. 
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD bertanggungjawab kepada 
PPKD. 
Penatausahaan Keuangan SKPD bertanggungjawab kepada Pejabat 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran. 



.-\PBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan 
dan kemampuan pendapatan daerah. 
Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman 
sepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat 
unruk tercapainya tujuan bemegara. 
APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, 
distribusi, dan stabilisasi . 
.-\PBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
senap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. 

BAB III 
AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD 

Bagian Kesatu 
Azaz Umum APBD 

Pasal 22 

Pasal 21 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, dilarang melakukan kegiatan 
perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau 
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, 
serta menyimpan uang pada suatu bank, lembaga keuangan lainnya, 
dan/ a tau badan/ orang atas nama pribadi. 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara f ungsional 
bercanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD 

Pasal 20 
I] Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) 

terdiri dari : 
a. Bendahara Pengeluaran SKPKD; 
b. Bendahara Pengeluaran SKPD. 
Bendahara Pengeluaran SKPDK memiliki tugas untuk menatausahakan 
dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka 
pelaksanaan APBD. 
Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerirna, rnenyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan 
pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
berua SPJ Kas. 
Dalam hal Pejabat Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian 
kewenangannya kepada Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran, ditunjuk 
Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan 
wewenang Bendahara Pengeluaran SKPD dengan Keputusan Bupati. 



.-\PBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pernerintahan 
dan kemampuan pendapatan daerah. 
Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman 
sepada RKPD dalam rangka rnewujudkan pelayanan kepada masyarakat 
unruk tercapainya tujuan bernegara . 
. .;?BO mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, 
cistribusi, dan stabilisasi . 
. .:..?BD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
seuap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. 

BAB III 
AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD 

Bagian Kesatu 

Azaz Umum APBD 
Pasal 22 

Pasal 21 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, dilarang melakukan kegiatan 
perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau 
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, 
serta menyimpan uang pada suatu bank, lembaga keuangan lainnya, 
dan/atau badan/orang atas nama pribadi. 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional 
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD 

Pasal 20 
l] Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) 

terdiri dari : 
a. Bendahara Pengeluaran SKPKD; 
b. Bendahara Pengeluaran SKPD. 

2) Bendahara Pengeluaran SKPDK memiliki tugas untuk menatausahakan 
dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka 
pelaksanaan APBD . 

.3) Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerirna, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan 
pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
berua SPJ Kas. 
Dalam hal Pejabat Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian 
kewenangannya kepada Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran, ditunjuk 
Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan 
wewenang Bendahara Pengeluaran SKPD dengan Keputusan Bupati. 



Pasal 26 
menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud 

~'"-- Pa ·al 25 ayat l) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya 
- ..... ~,,::ia.": dalam jumlah yang cukup. 

nja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan 
oar: pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar 
-C dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa 

=:sk.-iminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. 
-5e.uaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

penge.uaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang 
rsangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 25 
.. seluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan 
erah 

Pasal 24 
.. enrnaan daerah terdiri dari pend a pa tan daerah dan penerimaan 

pembiayaan daerah. 
Pe~dapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
perk.raan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap 
sumber pendapatan. 

nerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua 
pener.maan yang perlu dibayar kembali balk pada tahun anggaran yang 

sangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 23 
?:.mgsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) 
mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk 
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 
f ungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) 
mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen 
da.am merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 
- ... ngsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) 
mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai 
r akah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 
etentuan yang telah ditetapkan. 

- .... ngsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) mengandung 
-...1 bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan 
erja mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta 

znerungkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 
ungsi distribusi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 ayat (3) 

mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan 
rasa keadilan dan kepatutan. 
f --:gsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) 
c.engandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk 
-e::ie!ihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian 
c:.ae:-ah. 



Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari : 
:J Pajak Daerah 
2) Retribusi Daerah 
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
.!} Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
Dana Perimbangan, terdiri dari: 
i] Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasi1 Bukan Pajak Sumber Daya 

Alam 
2) Dana Alokasi Umum ( DAU ) 
3j Dana Alokasi Khusus ( DAK) 
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari : 
I] Hibah 
:?) Dana Darurat 
3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 

Pasal 30 
Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a 

:e __ puti : 

Bagian Kedua 
Struktur APBD 

Pasal 29 
S:.-ukrur APBD rnerupakan satu kesatuan terdiri dari: 
a. pendapatan daerah; 

belanja daerah; dan 
pernbiayaan daerah. 

Strukrur APBD sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan 
rnenurut urusan pernerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung 
awab melaksanakan urusan pernerintahan tersebut sesuai dengan 
peraruran perundang-undangan. 
uas1fikasi APBD rnenurut urusan pemerintahan dan organisasi 

b..:.gaimana dirnaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
bercasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang 

ndangan. 

Pasal 27 
?endapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang ctianggarkan dalam APBD 
harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Se.uruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah 
c.anggarkan secara bruto dalam APBD. 

Pasal 28 
?BD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) 
- r; anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 

mber. 



Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam 29 ayat (1) huruf c 
rneliputi : 
a. Penerimaan Pembiayaan 

1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA) 
a) Pelampauan Penerimaan PAD 
b) Pelampauan Dana Perimbangan 
c) Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang 

Sah 
d) Sisa Penghematan Belanja 
e) Kewajiban kepada Pihak Ketiga 
q Kegiatan Lanjutan / Luncuran 
g) Dana Bencana Alam 

2) Pencairan Dana Cadangan 
3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
4) Penerimaan Piutang Daerah 
5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 
6) Penerimaan Piutang Daerah 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
l, Pernbenrukan Dana Cadangan 
2) Penyertaan Modal ( Invesrasi ) Pemda, kepada : 

a) PD. BPR Kuningan 

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam 29 ayat (1) huruf b meliputi: 
a) Belanja Tidak Langsung, terdiri dari : 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Sunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa 
7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 
8) Belanja Tidak Terduga 

2) Belanja Langsung, terdiri dari : 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

4) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
5) Ban tuan Keuangan dari Provinsi 



Bagian Keempat 
Kode Rekening Penganggaran 

Pasal 34 
Seuap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan 
dalarn APBD menggunakan kode urusan pemerintahan daerah dan kode 
organisasi. 

Pasal 32 
Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terjadi apabila 
anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja 
daerah. 
Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran 
pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjarnan 
kepada pernerinrah pusat /pemerinrah daerah lain dan/atau pendanaan 
belanja peningkatan jaminan sosial. 
Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar 
masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait 
dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. 

Pasal 33 
Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terjadi apabila 
anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja 
daerah. 
Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman 
pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan. 
Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan uncuk 
menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih 
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana 
cadangan,hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan 
p.njarnan, dan penerimaan kembali pernberian pinjaman atau penerimaan 
p . ..itang. 

Bagian Ketiga 
Surplus/(Defisit) APBD 

Pasal 31 
... "::sih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 

engakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. 

b) PD. PK Kramatmulya dan Selajambe 

c) Bank Jabar Banten Cabang Kuningan 

d) PDAM Kuningan 

e) PD. Aneka Usaha 

3) Pernbayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo 
a) Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga 

4) Pemberian Pinjaman Daerah 



Pasal 39 

~an belanja daerah dipriontaskan untuk melaksanakan kewajiban 
erintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang 

~gar1. 

Pasal 38 

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam 
bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan 
harus dianggarkan dalam APBD. 
Penganggaran penerirnaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar 
hukum penganggaran. 

Bagian Kesatu 

Azas Umum 

Pasal 37 

?enyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
cidanai dari clan atas beban APBD. 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
pernerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN. 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya 
dihrnpahkan kepada kabupaten dan/atau desa, didanai dari dan atas beban 
APBD provinsi. 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten yang penugasannya 
dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten. 

BAB IV 

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD 

Pasal 35 

rutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan 
daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode 

lornpok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek. 
Pasal 36 

ode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode 
egiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian 

·ek. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tercantum dalam Larnpiran 
raturan Bupati ini. 

2 Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam 
penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, 
dan kode akun pembiayaan. 

3 Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang 
dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode 
kelornpok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek . 

.: Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang 
disebut kode rekening. 



Pasal 43 
Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana 
dimaksud Pasal 42 ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh 
sekretaris daerah. 

Bagian Ketiga 
Kebijakan Umum APBD serta 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
Pasal 42 

8upati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD 
dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri 
seuap tahun. 

Pedornan penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
antara lain: 
a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah 

dengan pemerintah daerah; 
b prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; 
c. teknis penyusunan APBD; dan 
d. hal-hal khusus lainnya. 

Pasal 41 
?KPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 
Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum 
t-hun anggaran berkenaan. 
?KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan 
Bupati. 

Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berpedornan pada peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah 

Pasal 40 
lJntuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang 
merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja 
SKI'D untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana 
Kerja Pemerintah. 
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka 
e conomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana 
kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung 
o.eh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong 
partisipasi masyarakat. 
Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan 
prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, 



Bagian Keempat 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 

Pasal 48 
Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 ayat 
1 TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman 

penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA 
SKPD 

Dalarn hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk 
pejabat yang diberi wewenang untuk rnenandatangani nota kesepakatan 
h~A dan PPAS. 
Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan 
l\.-:=A dan PPAS dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang 
cerwenang. 

Pasal 46 
Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
43 ayat (2) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan 
bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan 
pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. 
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD 
oersama badan anggaran DPRD. 
Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS 
paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

Pasal 47 
Kt:A dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
a: at (3) masing-rnasing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang 
ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu 
hersamaan. 

Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua 
TAPD kepada Bupati, paling lambat pada minggu pertarna bulan Juni. 

Pasal 44 
Rancangan KUA rnemuat kondisi ekonomi makro daerah, asurnsi 
penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, 
kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. 
Strategi pencapaian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mernuat langkah 
langkah kongkrit dalam mencapai target. 

Pasal 45 
Rancangan PPAS sebagairnana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) disusun 
dengan tahapan sebagai berikut: 
a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah; 
b. menentukan prioritas program untuk masing-rnasing urusan; dan 
c. mcnyusun plafon anggaran scmcntara untuk masing-masing 

program/ kegiatan. 

') 



Pasal 49 
3erdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 48 ayat (3), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. 
RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka 
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan 
penganggaran berdasarkan prestasi kerja. 

Pasal 50 
Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud 
da.arn Pasal 49 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau 
target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar 
pelayanan minimal. 
Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran 
keoerhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang 
direncanakan. 
Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran 
r+estasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi 

an efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. 
A.-1.1sis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
pen.laian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 
melaksanakan suatu kegiatan . 
.:-·a.,dar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

rga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang 
e.apkan dengan keputusan kepala daerah. 

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu 
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. 

Pasal 51 
Rl---i.-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) memuat rencana 
pencapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, 
serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai 
engan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan 

- :"'...l untuk tahun berikutnya. 
P~-.:..-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mernuat informasi 
ter..ang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi 

rja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. 

Rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: 
a. prioritas pembangunan daerah dan program/ kegiatan yang terkait; 
b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; 
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; 
d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis 

standar belanja dan standar satuan harga. 
Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun 
anggaran berjalan. 



Bagian Kelima 
Penyiapan Raperda APBD 

Pasal 54 
• -S:\..?D yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk 

:~s lebih lanjut oleh TAPD. 

bahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
ruk :nenelaah: 

Pasal 52 
Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) 
memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang 
dipungut/ dikelola/ diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah peraturan daerah, peraturan pemerintah atau undang-undang. 
Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) memuat 
kelompck belanja tidak langsung dan belanja Jangsung yang masing-rnasing 
diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja. 
?encana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) 
mernuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapatdigunakan untuk 
menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk 
mernanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, 

byek dan rincian obyek pembiayaan. 
U rusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 
:::: memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. 
-=-ganisasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 51 ayat (2) memuat nama 
rganisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

Presrasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 
_ a. (2) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja. 

Pregram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) memuat nama 
--g:-am yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 

::atan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) memuat nama 
giatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 53 
dikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) meliputi masukan, 

aran dan hasil. 

..- - k ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) 
rupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula 
ngan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan 
ektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. 

- "?ei: kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) merupakan 
. yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan 

-: suaru kegiatan. 



ringkasan penjabaran APBD; dan 

Pasal 56 
,.., _ angan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana 
_-:sud dalam Pasal 55 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri 

daf tar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
daftar piutang daerah; 
daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; 
daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 
d.selesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 
caf tar dana cadangan daerah; dan 
daftar pinjaman daerah. 

Pasal 55 
RK:\-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan 
kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah 
ten.ang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 
Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada 
=: -at 1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: 
a ringkasan APBD; 

. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 
c rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
e rekapitulasi belanja menurut urusan pernerintahan daerah, organisasi, 

program dan kegiatan; 
e rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 

pernerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan 
negara; 

a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA 
SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokurnen 
perencanaan lainnya; 

b kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar 
satuan harga; 

c kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian 
kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar 
pelayanan minimal; 

d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan 
e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RK.A-SKPD. 
Dalarn hal hasil pembahasan RK.A-SKPD terdapat ketidaksesuaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan 
penyernpurnaan. 



Pasal 59 

aetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD 
- - ...... ~: mendapatkan perserujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam 
~ 58 ayar 1 disesuaikan dengan tata zertib :>PRO. 

Bagian Kesatu 
Penyampaian dan Pembahasan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
Pasal 58 

rpati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta 
zmpirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan 

- ber tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan unruk 
.---dapatkan persetujuan bersama. 

yampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada 
a; : disertai dengan nota keuangan. 

J2.!.a._-:: hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka 
_aoat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku 
-_aoat pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pirnpinan 
--:'::tara DPRD yang menandatangani persetujuan bersarna. 

BABV 
PENETAPAN APBD 

Pasal 57 
n ... angan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD 

::=sc:.::1paikan kepada Bupati. 
ncangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada 
- t 1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada 

-s)cUakat. 
, aasasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana 

=::nac~sud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan 
ajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD 

-.::~'"! anggaran yang direncanakan. 
-~ ebarluasan rancangan peraturan daerah ten tang APBD dilaksanakan 

eh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. 

penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, 
belanja dan pembiayaan. 

~c-angan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD memuat penjelasan 
bagai berikut: 

untuk pendapatan mencakup dasar hukum; 
unruk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan 
..... ntuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerirnaan 
pernbiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan 
pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan. 



Bagian Kedua 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 
Pasal 60 

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama 
:>?RD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sebelum 
~1tetapkan oleh bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada 
guoemur untuk dievaluasi. 
:· aluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya 
eserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian 

~.::~a kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti 
sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, 
peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang 
ditetapkan oleh kabupaten. 
l:'::,uk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
: . gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah yang terkait. 

- ... sil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
-.~purusan gubernur dan disampaikan kepada bupati paling lama 15 (lima 
be.as hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 
Apabila gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan 
peraruran daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang 
penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan 
perandang-undangan yang lebih tinggi, bupati menetapkan rancangan 
dimaksud menjadi peraruran daerah dan peraturan bupati. 
Dalarn hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah 
· ntang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD 
• dak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang 
undangan yang lebih tinggi, bupati bersama DPRD melakukan 
penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya 

asi. evaluasi. 

Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian 
rancangan APBD dengan KUA dan PPAS. 

Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD 
dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu. 

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam 
dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD. 

Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan 
peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan 
DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. 
Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka 
pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku 
penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara 
DPRD yang menandatangani persetujuan bersama. 
Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
Bupati menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 



Bagian Ketiga 
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 
Pasal 63 

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan 
sepa.a daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan 
.e:: kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan 

3:.1pao tentang penjabaran APBD. 
Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati 
tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 
Dalam hal Bupati berhalangan tetap, rnaka pejabat yang ditunjuk dan 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas 
Bupati yang rnenetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan 
sepala daerah tentang penjabaran APBD. 

.:..pabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD, dan 
oupati tetap rnenetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan 
rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan 
daerah dan peraturan bupati, gubernur membatalkan peraturan daerah dan 
peraturan bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD 
tanun sebelumnya. 

Pernbatalan peraturan daerah dan peraturan bupati dan pernyataan 
berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
- ditetapkan dengan peraturan gubernur. 

Pasal 61 
Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 
5 dilakukan kepala daerah bersama dengan badan anggaran DPRD. 
Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
pimpinan DPRD. 
:>putusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan 
_ sar penetapan peraturan daerah ten tang APBD. 
xeputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat 
.:::a: dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. 
Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni 
sete.ah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap 
rancangan peraturan daerah tentang APBD . 
. eputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disampaikan kepada gubernur bagi APBD kabupaten paling lama 3 (tiga) 
rt kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan. 

Dalarn hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk 
-: ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara 

D?RD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD. 
Pasal 62 

rnur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan 
ruran daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang 

----·--ran APBD kepada Menteri Dalam Negeri. 



Bagian Kedua 
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 

Pasal 65 
~; lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD 

___:: memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun 
=ar: ::>?A-SKPD. ------ 

SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai 
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 

~ SKPD berupa uang atau eek harus disetor ke rekening kas 
- erah paling lama 1 (satu) hari kerja. 

~~ be anja yang dianggarkan dalam APBD merupakan baths tertinggi 
ap pengeluaran belanja. 

zaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk 
ran cersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. 
ran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika 
eacaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 
n :!J'BD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 
eacaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan 

engar; peraturan perundang-undangan. 
~D dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah 
__ an lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD . 

. ..,,--~"'! belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, 
e - sien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

BAB VI 
PELAKSANAAN APBD 

Bagian Kesatu 
Azas Umum Pelaksanaan APBD 

Pasal 64 
peaenrnaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka 

---:aa:1 urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. 
--K?D yang mempunyai tugas memungut dan/ atau menerima 
zan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan 

.___.....-,,_. ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- 

menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan 
---~-- tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 

_:: ::a:i kerja setelah ditetapkan. 
memenuhi asas transparansi, Bupati wajib menginformasikan 
~- Perda APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam 

~--c..'l daerah. 



Bagian Kedua 

Kebijakan Umum serta Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 

Pasal 68 

rubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan 
urnsi KtJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dapat ---- 

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar 
unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 
keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya 
harus digunakan dalam tahun berjalan; 
keadaan darurat; dan 
keadaan luar biasa. 

rubahan APBD hanya dapai dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
..., zaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 

I 
Bagian Kesatu 

Dasar Perubahan APBD 

Pasal 67 

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: 
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 

BAB VII 

PERUBAHAN APBD 

Pasal 66 

-A?D melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan 
epa.a SKPD paling lama 15 (lima betas) hari kerja sejak ditetapkannya 

oeraruran Bupati tentang penjabaran APBD. 
Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD 
merigesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. 
!D?-i.-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sarnpaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan 
Sadan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 

ahkan. 
D'=>P.-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar 
pe aksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna 

.... _earan/ pengguna barang. 

::>a.,cangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci 
<asaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan 
... ntuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap 
.SK?D serta pendapatan yang diperkirakan. 

Kepala SK.PD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 
o enam) hari kerja setelah pernberitahuan sebagaimana dirnaksud pada 
ayat ,1). 



Pasal 70 
= sarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, 

- ~~ rnenyiapkan rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman 
us .... nan RKA-SKPD yang rnemuat program dan kegiatan baru dan/atau 

tena DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan 
?3[) sebagai acuan bagi kepala SKPD. 

ncangan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
~rakup: 

Pasal 69 
n urnurn perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah 

::s~~.t·1. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5), masing-rnasing 
~~,-.-t:a..r. kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara 

cengan pirnpinan DPRD dalam waktu bersamaan. 

oerupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan 
daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang 
semula ditetapkan dalam KUA. 
Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan 
23D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a ke dalam 

rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD. 
Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan 
A?3D sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap 
per:}e~asan mengenai: 

perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya; 
program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam 
perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan 
APBD tahun anggaran berjalan; daprogram dan kegiatan yang dapat 
ciusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan 
rcempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran 
berjalan; dan 
capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam 
perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan 
capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan 
dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. 

nc, ... ngan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD 
::....:..!mana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling 

mba; minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan. 
ncangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD 

~aimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati 
adi kebijakan urnum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD 

ng .ambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan. 
::la:am ha! persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang 

banan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran 
alan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik 

dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. 



Bagian Ketiga 
Pergeseran Anggaran 

Pasal 72 
Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis 
belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b serta 
pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek 
be • ..:.::~a diformulasikan dalam DPPASKPD. 
Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan 

apat dilakukan atas persetujuan PPKD. 
Pergeseran antar obyek belanja dalamjenis belanja berkenaan dilakukan 

• , persetujuan sekretaris daerah. 
Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

kukan dengan cara mengubah peraturan Bupati tentang penjabaran 
D3:) sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam 
-:.:angan peraturan daerah tentang perubahan APBD. 

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis 
.anja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang 

-.?3'.). 

snggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau 
pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan Bupati tentang penjabaran 
perubahan APBD. 
Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur 
dalam peraturan Bupati. 

Pasal 71 
Peruoahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dapat 
berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan 

giatan dari yang telah ditetapkan semula. 
Pen.ngkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen 
pe assanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD). 
Daiam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, 

:e:. dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik 
be.um dilakukan perubahan maupun setelah perubahan. 

a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau 
kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD; 

o batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/ atau DPA-SKPD yang telah 
diubah kepada PPKD; dan 

c dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD 
cian PPAS perubahan APBD. 

?eco:nan penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat 
diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati paling 
..a..-::bat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan. 



Bagian Keempat 
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tabun Sebelumnya 

Dalam Perubahan APBD 
Pasal 73 

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan 
tahun anggaran sebelumnya. 
Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus 
digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalarn 
?asl 67 ayat ( 1) huruf c dapat berupa: 
a membayar bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi daerah yang 

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; 
b melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; 
c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan 

pemerintah; 
d mendanai kegiatan lanjutan; 
e mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan 

sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun 
anggaran berjalan; dan 

f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan 
dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran 
berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir 
penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. 

?enggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan 
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, 
can huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. 
?enggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai 
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan 
terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD. 
?enggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai 
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan 
terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. 

Bagian Kelima 
Pendanaan Keadaan Darurat 

Pasal 74 
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d 
sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
<l memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 
Dalarn keadaan darurat, pemerintah daerahdapat melakukan pengeluaran 
:·ang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam 
rancangan perubahan APBD. 



Pasal 76 
Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan 

--~·~ !'Im .l PRn mPno!'ll~mi nPninolr~T~n l,:,hih ri~ri :::;001,. fFm~ mrh rh nt>r~Pn\ 

Bagian Keenam 
Pendanaan Keadaan Luar Biasa 

Pasal 75 
Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e 
merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/ atau 
pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar 
can 50% (lima puluh persen). 
Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
'7.erupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan 
belanja dalam APBD. 

Kriteria belanja untuk keperluan rnendesak sebagairnana dimaksud pada 
ayat (5) mencakup: 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 
b. keperluan rnendesak lainnya yang apabila ditunda akan rnenimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan rnasyarakat. 
Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya 
dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 
a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. 
?endanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. 
Dalarn hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, 
pernerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan 
realisasi anggaran. 
Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan 
dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan 
sekretaris daerah . 

• Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanaikegiatan dalam keadaan darurat 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan 
dengan peraturan Bupati. 

3 Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat rnenggunakan belanja tidak terduga . 

.! Dalam hal belanja tidak terduga tidak rnencukupi dapat dilakukan dengan 
cara: 

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja 
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ a tau 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk 
keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalarn peraturan daerah 
ten tang APBD. 



Pasal 79 
RI.:A-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang 
akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh 
SK?D, disarnpaikan kepada PPKD unruk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. 
RKA-SKPD yang mernuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang 
axan ctianggarkan dalarn perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, 

Bagian Ketujuh 
Penyiapan Raperda Perubahan APBD 

Pasal 78 
RK:..-SKPD yang rnemuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang 

can dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD 
sarnpaikan kepadaPPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. 

?e~bahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA 
~.:?D dan DPPA-SKPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dengan 

:J!Jakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD, prakiraan 
raaju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen 
perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar 
ana.isis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. 
Da.am hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat 

z gram dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD 
ercapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

a: 2), SKPD melakukan penyempurnaan. 

Pasal 77 
Dalam ha! kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan 

am APBD rnengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), maka dapat dilakukan 
penjadwalan ulang/ pengurangan capaian target kinerja program dan 

giatan Iainnya dalam tahun anggaran berjalan. 
Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud 

d .... ayat (1) diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD. 
PPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar 

penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD. 

seoagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), dapat dilakukan 
oenambahan kegiatan baru dan/ atau penjadwalan ulang/ peningkatan 
capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran 
berialan. 
Penambahan kegiatan baru sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

iformulaeikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. 
-. adwalan ulang/ peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diformulasikan terlebih dahulu dalam 
O??A-SKPD. 
?. :..:..-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah 
zentang perubahan kedua APBD. 



Pasal 82 
ncangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD 

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 80 terdiri dari rancangan peraturan 
apau tentang penjabaran perubahan APBD beserta Iampirannya . 

.:....a:wpffan rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
·n dari: 

r ngkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja 
caerah dan pembiayaan daerah; dan 
penjabaran perubahan APBD rnenurut organisasi, program, kegiatan, 
kelornpok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan 
pernbiayaan. 

nngkasan perubahan APBD; 
nngkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan 
rganisasl: 

rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 
rganisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, program dan kegiatan; 
rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan negara; 
daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
daitar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan 
daftar pinjaman daerah. 

Pasal 81 
Ra.-.cangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana 

rnaksud dalam Pasal 80 terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang 
rubahan APBD beserta lampirannya. 

u..ar::piran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
- .. rem dari: 

/ 

Bagian Kedelapan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Perubahan APBD 

Pasal 80 
angan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Bupati 
-:g penjabaran perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat 
apatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak 
_....:_ami perubahan. 

c.ijadikan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 
perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang 
penjabaran perubahan APBD oleh PPKD. 



Pasal 85 
ata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang 

perubahan APBD rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan 
\?BO rnenjadi peraturan daerah dan peraturan bupati berlaku ketentuan 
:; .... sal 63 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). 

- Daiam ha! Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah 
ten t ang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD 
• dak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan 
~...:.."'?g lebih tinggi, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling 
._:-:'!a 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 
Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD, dan bupati 
te .. ap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan 
rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD menjadi 
peraturan daerah dan peraturan bupati, gubernur membatalkan peraturan 
dacrah dan peraturan bupati dimaksud, sekaligus menyatakan tidak 
diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun 
a-iggaran berjalan. 

= Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan 
caerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
Iarcbat 3 (tiga) bulan sebelurn tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. 

_ Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagairnana dimaksud pada ayat 
: disertai dengan nota keuangan perubahan APBD. 
:)PRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1). 
- Pernbahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada kebijakan 

umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati 
antara Bupati dan pirnpinan DPRD. 

Pasal 84 
• Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan 

!...PBD, beserta larnpirannya kepada DPRO paling larnbat minggu kedua bulan 
September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan 
cersama. 

Pasal 83 
• Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang telah disusun 

oleh PPKD disarnpaikan kepada Bupati. 
- Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana 

d.imaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh Bupati kepada DPRD 
ciisosialisasikan kepada masyarakat. 
Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi 
rnengenai hak dan kewajiban pernerintah daerah serta masyarakat dalam 
pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan. 

- Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 
dilaksanakan oleh sekretariat daerah. 



BAB VIII 

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 
Bagian kesatu 

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah 
Pasal 89 

abat, pegawai, orang, dan/atau badan yang menerima dan/atau 
enzuasai uang/barang/kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Daerah 

ib menyelenggarakan penatausahaan dcngan berpcdoman pada ketentuan 
turan perundang-undangan. 

abat yang menandaiangani dan/atau mengesahkan dokumen yang 
. caitan dengan surat bukti yang mcnjadi dasar pengeluaran atas be ban 
BO bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari 
ggunaan surat bukt dirnaksud. ---~ 

Pasal 88 

?KO paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang 
rubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD 

_ _: menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang 
anggarkan dalam perubahan APBD. 
P.-\·SKPD yang mengalarni perubahan dalarn tahun berjalan seluruhnya 
rus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 

..... ~ ·-.ian Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD). 
a.am DPPA-SKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) terhadap rincian 
. ek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan 

:a ... pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar 
~ang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan 

zaaupun setelah dilakukan perubahan. 
?PA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan ctisahkan oleh 

K:::> berdasarkan persetujuan sekretaris daerah. 

Pasal 87 
rnur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan 
uran daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati 
-:.g penjabaran perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri. 

Pasal 86 

?aling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud 
alam Pasal 85 ayat (3), Bupati harus memberhentikan pelaksanaan 

ceraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersarna Bupati mencabui 
oeraturan daerah dimaksud. 

~encabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
cengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang 
rerubahan APBD. 

- Pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati serta pernyataan 
berlakunya APBD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan keputusan gubernur. 

 



Bagian Keempat 
Penatausahaan Pengeluaran 

Pasal 93 
:,e:-::iintaan Pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, 
3??-GU dan SPP-TU. 
?T;K mengajukan SPP-LS kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa 
?ejabat Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan 
pada SKPD paling Jambat 3 tiga hari kerja setelah diterirnanya tagihan 
dan pihak ketiga. 

Bagian Ketiga 
Penatausahaan Penerimaan 

Pasal 91 
-:_ etoran penerimaan daerah dan/atau pendapatan daerah dilakukan 

gan uang tunai dan/atau perintah pemindahbukuan. 
nyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ke Rekening Kas Umum 
erah, dianggap sah setelah BUD/Kuasa BUD menerima nota kredit atau 

........ rat Tanda Setoran yang sudah divalidasi oleh pemegang Kas Umum 
erah. 

Bencahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dilarang 
enyimpan uang, eek, surat berharga, dan bentuk-bentuk Jainnya milik 
erah yang dalam penguasaannya lebih dari l (satu) hari kerja dan/ atau 

..... s nama pribadi pada bank dan bukan bank. 
Pasal 92 

Beadahara Penerimaan pada SKPD wajib rnenyelenggarakan pernbukuan 
erhadap penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggung jawabnya. 

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan SPJ Kas yang 
.... ah disahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran kepada PPKD paling 

-::oat tanggal 10 bulan berikutnya untuk clilakukan verifikasi, evaluasi 
aa analisis. 

penerimaan 
pengeluaran 

penerimaan / bendahara 
pen gel uaran / bendahara 

bendahara 
bendahara 

giro 
dan 

Rekening 
pembantu 
pembantu . 

• etapan pejabat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum 
ulainya tahun anggaran berkenaan. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah 

Pasal 90 
-!UK pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan: 

?ejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; 
:>ejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban 
:PJ); 

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; 
3endahara penerimaan / pengeluaran; 
Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD 



Pasal 96 

Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib menyelenggarakan 
Penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pembayaran yang 
rnenjadi tanggungjawabnya. 
Bendaharan Pengeluaran pada SKPD wajib menyampaikan SPJ Kas yang 

Pasal 95 

B~ D/Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari Pejabat 
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran yang ditujukan 
epada pemegang Rekening Kas Umum Daerah dan/atau bank operasional 

m tra kerjanya. 
Penerbitan SP2D oleh BUD /Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat 

• , paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima. 
BUD/Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan 
Pe abat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran apabila 
per.geluran tersebut melampaui Pagu Anggaran dan/atau tidak didukung 
leh Dokumen yang lengkap dan Sah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Per undang-undangan. 
Oalarn hal BUD/Kuasa BUD menolak permintaan pembayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lambat 1 

... tu, hari kerja setelah diterirna. 

Pasal 94 
Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran 
mengajukan permintaan kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan 
t:?~~-LS untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga. 
Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran 
mengajukan permintaan Uang Persediaan kepada BUD/Kuasa BUD dengan 
menerbitkan SPP-UP. 
Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran 
mengajukan penggantian Uang Persediaan yang telah digunakan kepada 
kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri 

.... kti asli pertanggungjawaban atas penggunaan Uang Persediaan 
sebelumnya. 
Dalam hal Uang Persediaan tidak mencukupi kebutuhan, Pejabat Pengguna 
-:.uggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran dapat mengajukan Tambahan 
.... ang Persediaan kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU. 

?engajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang 
berpedoman pada ketentuan peraruran perundang-undangan. 

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP kepada Pejabat Pengguna 
· -iggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD paling 
-:;gi unruk keperluan 3 (tiga) bulan . 

._ ntuk penambahan dan penggantian Uang Persediaan, Bendahara 
Penzeluaran mengajukan SPP-GU atau SPP-TU. 
Bs tas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

-us mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian 
cebutuhan dan waktu penggunaan. 



Pasal 98 
Pemerintahan Daerah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah 
berpedoman pada SAP. 
<.srem AKuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
_.:etapkan dengan Peraturan Bupati. 

BAB IX 
AKUNTANSIKEUANGANDAERAH 

Pasal 97 
Bupati berdasarkan SAP menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan 
Akuntansi. 
Kebijakan Akuntansi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) sekurang 
kurangnya terdiri dari : 
a. Prinsip-prinsip akuntansi; 
b. Basis Akuntansi yang cligunakan; 
c. Dasar Pengukuran yang digunakan; 
d. Pentahapan dan Pembatasan penerapan pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintah; 
e. Penyajian Laporan Keuangan; 
f. Kebijakan Akuntansi pengakuan pendapatan LRA; 

g. Kebijakan Akuntansi pengakuan pendapatan LO; 
h. Pengakuan Belanja; 
1. Pengakuan Beban; 

J. Prinsip-prinsip penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian; 
k, Investasi; 
I. Pengakuan dan penghentian/penghapusan asset berwujud dan tidak 

berwujud; 
M Kontrak-kontrak konstruksi; 
n. Kebijakan Kapitalisasi Pengeluaran; 
o. Kernitraan dengan pihak ketiga; 
p. Biaya penelitian dan pengembangan; 
q. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun yang untuk dipakai sendiri; 
r. Pembentukan dana cadangan; 
s, Pembentukan dana kesejahteraan pegawai; 
t. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai; dan 
u. Hal-hal lainnya. 

:elab clisahkan Pejabat Pengguna Anggaran kepada PPKD paling lambat 
:anggal 10 bulan berikutnya untuk dilakukan Verifikasi, Evaluasi, dan 
Analisis. 



BAB X 

PENGADAAN BARANG DAN JASA 

Pasal 100 
rgadaan Barang dan Jasa meliputi : 

?engadaan Barang/Jasa di lingkungan SK.PD yang pembiayaannya 
baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD. 
?engadaan Barang/ Jasa untuk investasi di lingkungan Bank 
Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik 
. .egara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian 
atau seluruhnya dibebankan pada APBN / APBD. 

gadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD 
.. ..;.;armana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa 
- ~ sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah 

~ negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 
etenruan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau 

uruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman 
a ketentuan Peraturan Bupati ini. 

prabi!a terdapat perbedaan ketentuan antara Peraturan ini dengan 
entuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi 

• amari/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara 
.. gadaan yang akan dipergunakan. 

~sanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui: 
Swakelola; dan/ atau 
pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 

ngadaan Barang/ Jasa Pemerintah ini meliputi: 
3arang; 
Pekerjaan Konstruksi 
-.:asa Konsultansi ; dan 

.asa Lainya 

Pasal 99 
S:s:e::i Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

-..:·ar (2) sekurang-kurangnya meliputi : 
?rosedur Akuntansi Penerimaan Kas; 
P:-osedur Akuntansi Pengeluaran Kas; 
Prosedur Akuntansi Aset Tepat/ Barang Milik Daerah; dan 
Prosedur Akuntansi selain Kas. 

rem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
usun berdasarkan Prinsip-prinsip pengendalian internal dengan 

:»:rpe<loman pada ketentuan pada ketentuan peraturan perundang 
a;_::gan. 



BAB XI 
PENGADAAN TANAH 

Pasal 103 
?engadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui 
:ahapan: 
a. Perencanaan; 
b. Persiapan; 
c. Pelaksanaan; 
d. Penyerahan hasil. 

Pasal 102 
ra pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus 

___,...,aruhi etika sebagai berikut: 
rnelaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk 
rnencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan 
?engadaan Barang/ Jasa; 
bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan 
Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa yang menu rut sifatnya harus 
dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan 
9arang/ Jasa; 
t.dak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang 
berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; 
menerirna dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan 
sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; 
menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para 
r hak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
proses Pengadaan Barang/Jasa; 
menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran 
keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; 
rnenghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi 
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak Jain yang 
secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan 
tidak rnenerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi 
c tau menerima hadiah, imbalan, kornisi, rabat dan berupa apa saja dari 

· au kepada siapapun yang diketahui a tau patut diduga berkaitan dengan 
?engadaan Barang/ Jasa. 

Pasal 101 
--:gadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

efisien; 
efektif; 
transparan: 
terbuka; 
bersaing; 
adil/ tidak diskriminatif; dan 
akuntabel. 



Peraturan Gubernur .Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 ten tang 
Perunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan untuk Kepennngan Umurn. 

c Peraruran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 
2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/ PMK.02/ 
2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara; 

e ?eraruran Kepala Sadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan 
Tanah; 

q. 
?· 

o. 
n. 

J. 
k. 

i. 
h. 
... ~· 
f. 
e. 
d. 

c. 

b. 
a. Pertahanan dan Keamanan Nasional; 

Jalan Umum, Jalan Toi, Terowongan, Jalur Kereta Api, Stasiun Kereta 
Api dan Fasilitas Operasi Kereta Api; 
Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran 
pembuangan air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya; 
Pelabuhan, bandar udara dan terminal; 
Infrastruktur minyak, gas dan panas bumi; 
Pembangkit, transmisi, gardu, jaringn dan distribusi tenaga listrik; 
Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintahan; 
Tempat pembuangan dan pengolahan sampah; 
Rumah Sakit pernerintahan / Pemerintah Daerah; 
Fasilitas keselamatan umum; 
Tempat pemakaman umum pemerintah / Pemerintah Daerah; 
Fasilitas sosial, Fasilitas umum dan ruanga terbuka hijau publik; 
Cagar alam dan cagar budaya; 
Kantor Pemerintah / Pemerintah Daerah / Desa; 
Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah 
serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan 
status sewa; 
Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/ Pemerintah Daerah; 
Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah dan; 
Pasar umum dan Lapangan parkir umum. 

Tata cara pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum berpedoman pada : 
c::. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 
o Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 

Pengadaan tanah oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan umum, digunakan untuk pembangunan: 
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Pasal 106 

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016 . 

. . oar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
3 pati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
.uningan. 

:::.an berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kuningan 
or 6 Tahun 2014 ten tang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran 

capatan clan Belanja Daerah Ka bu paten Kuningan Tahun Anggaran 2015 
aout dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 105 

- Ketentuan lebih rinci mengenai pengadaan barang dan jasa serta pengadaan 
tanah terdapat pada lampiran dan m.erupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Ketentuan Standar Biaya Belanja Daerah atas pelaksanaan Anggaran 
?endapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 ditetapkan lebih lanjut dengan 
Keputuaan Bupati. 

Pasal 104 

BAB XII 

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP 
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